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MOTTO 

 

“ Hidup takkan pernah lepas dari masalah 

Tapi itulah cara Allah membuat pribadi kita lebih kuat dan lebih 

dewasa ” 
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PERNIKAHAN SUKU DI KELURAHAN AIR RAMBAI, KABUPATEN 

REJANG LEBONG 

 

Oleh: 

 Gista Nopi. PS (20621021) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang adat pelangkah pernikahan yang ada di suku 

rejang di kelurahan air rambai yaitu adat yang dimana seorang adik perempuan yang 

ingin menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, maka adik 

tersebut harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu atau apabila adik 

perempuan ingin tetap menikah maka harus melangkahi kakaknya, dan sang adik 

harus memenuhi permintaan kakak yang dilangkahi 

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder 

diperoleh dari bahan hukum dan pustaka terkait seperti Al-Quran dan Hadist, UU No. 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku Fikih 

Munakahat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paduan atau 

gabungan jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif, yaitu penelitian yang di 

lakukan langsung terhadap subjek penelitian dengan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Berdasarkan kajian yang di lakukan maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai 

berikut (1) adat pelangkahan pernikahan suku rejang di kelurahan air rambai dapat di 

lestarikan dan boleh tetap dilaksanakan karena adat pelangkahan pernikahan ini 

sebagai adat istiadat suatu daerah dan dapat juga sebagai suatu bentuk ucapan kasih 

syang, rasa cinta dan penghormatan kepada kakak yang akan di langkahi dan sebagai 

penjaga hubungan baik antar  keluarga (2) Apabila di lihat dari hukum Islam, 

melakukan pernikahan hukumnya ada 5 yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan 

haram. Meskipun berlaku dalam peraturan adat setempat harus ada penyesuaian 

dengan fikih agar tidak ada pertentangan antara adat dengan fikih. 

Kata Kunci: Adat Pelangkahan, Dinamika, Pernikahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara bahasa, pernikahan mempunyai arti penggabungan dan 

percampuran. Sedangkan secara istilah syariah, pernikahan adalah akad 

antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan 

menjadi halal.1  Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti 

hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Yang berdasarkan firman Allah 

Surat an-Nisa‟ ayat 25: 

ُْكِخَ   وَيٍَْ نَّىْ ََغرَْطِعْ يُِْكُىْ طَىْلًا اٌَْ ََّ

انًُْذْصَُٰدِ انًُْؤْيُِٰدِ فًٍَِْ يَّا يَهَكَدْ 

ًَاَُكُىْ يِ ٍْ فَرَُٰرِكُىُ انًُْؤْيُِٰدِِۗ وَاللّٰهُ  اََْ

ًَاَِكُىْ ِۗ تَعْضُكُىْ يِ ْۢ تَعْض ٍۚ  اَعْهَىُ تِاَِْ

فَاَْكِذُىْهَُّ تِاِرٌِْ اَهْهِهَِّ وَاٰذُىْهَُّ 

شَ يُغفِٰذدٰ  اُجُىْسَهَُّ تِانًَْعْشُوْفِ يُذْصَُٰد  غَُْ 

وَّلً يُرَّخزِٰخِ اَخْذَاٌ  ٍۚ فَاِرَآ اُدْصَِّ فَاٌِْ 

اَذٍََُْ تِفَادشِحَ  فَعَهَُْهَِّ َِصْفُ يَا عهًََ 

انًُْذْصَُٰدِ يٍَِ انْعَزَابِِۗ رٰنِكَ نًٍَِْ خشٍََِ 

انْعََُدَ يُِْكُىْ ِۗ وَاٌَْ ذَصْثِشُوْا خَُْشٌ نَّكُىْ ِۗ 

ُْىٌ وَاللّٰهُ غَفُىْسٌ سَّدِ   ࣖ 

Artinya:“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi 

perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan 

mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu 

tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain 

(seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah 

mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka 

maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka 

memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan 

yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka 

telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji 

(zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman 

perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu 

                                                             
1
 Hassan Ayub, Fikih Keluarga, (Jakarta, Alkautsar, 2001), 29 
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(kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang 

takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. 

Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”2 

Maka dari ayat di atas hubungan badan itu tidak boleh dilakukan 

hanya dengan izin semata. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, nikah 

itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad 

dalam arti majazi. Hal tersebut didasarkan oleh sabda Rasulullah: 

ٍ يُكَاثِشٌ ذَضَوَّجُىا انْىَدُودَ انْىَنُىدَ فَإَِ ِ 

 تِكُىُ الْيَُىَ ََىْوَ انْمَُِايَحِ 

Artinya: “Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan 

paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan 

membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada 

hari Kiamat,” (HR Ahmad).3 

Pernikahan juga berarti akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak maupun kewajiban antara laki-laki dan   perempuan yang 

bukan mahram.4 Nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang dapat 

menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.5 

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah 

kepada umat manusia, perintah tersebut dijelaskan dalam firman-Nya surat 

An-Nur ayat 32 : 

  ٍْ وَاََْكِذُىا الًَََايًٰ يُِْكُىْ وَانصههِذٍَُِْ يِ

كُىِۗ اٌِْ ََّكُىَُْىْا فُمَشَاۤءَ  عِثَادِكُىْ وَاِيَاۤىِٕ

 َُغُِْهِىُ اللّٰهُ يٍِْ فَضْهِه ِۗ  وَاللّٰهُ وَاعِعٌ عهَُِْىٌ 

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

                                                             
2 Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bogor: Tim 

Penerbit LPQ, 2013) 
 
3
 “Faedah dan Hikmah di Balik Pernikahan,” NU Online, accessed May 21, 2024, 

https://nu.or.id/nikahkeluarga/faidah-dan-hikmah-di-balik-pernikahan-LYuw3. 
4
 Rasjid H. Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012), 374 

5
 Abdul Haris Na‟im, Fiqih Munakahat, ( Kudus:Stain Kudus.), 17 
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mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.”6 

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda: 

ََا يَعْششََ انشَّثَابِ يٍَِ اعرَْطاَعَ يُِْكُىُ 

غضَُّ نِهْثَصشَِ، 
َ
انْثَاءَجَ فَهَُْرَضَوَّجْ، فَإََِّهُ أ

دْصٍَُ نِهْفَشْجِ، وَيٍَْ نَىْ ََغرَْطِعْ فَعَهَُْهِ 
َ
وَأ

 تِانصَّىْوِ فَإََِّهُ نَهُ وجاءٌ 
Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu 

menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih 

mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara 

siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena 

puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & 

Muslim)7 

Terdapat banyak ayat Al-quran dan juga hadits yang mengutarakan 

tentang pernikahan. Dan secara keseluruhan kaum muslimin telah sepakat 

bahwa nikah itu merupakan suatu hal yang telah di syariatkan.8 

Di dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan 

kepada manusia, untuk dapat melanjutkan keturunan dan menjaga manusia 

supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak 

diinginkan oleh shara‟. 

Berdasarkan hal diatas pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan shari‟at Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan 

dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Jadi. 

apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut 

dianggap tidak sah. Adapun rukun perkawinan yaitu pertama, calon mempelai 

laki-laki, kedua, calon mempelai perempuan, ketiga, dua orang saksi, dan 

keempat, adanya Ijab Qabul. 

                                                             
6 Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bogor: Tim 

Penerbit LPQ, 2013) 
7
 Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bogor: Tim 

Penerbit LPQ, 2013) 
8
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29-31 
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Adapun dari hal jodoh ada orang yang jodohnya  cepat, dan sebagian 

lagi ada yang jodohnya lama. Tetapi cepat atau lambatnya jodoh tidak 

mempengaruhi kebahagian keluarga. Misalnya orang yang cepat menemukan 

jodohnya atau menemukan pasangan hidupnya belum tentu keluarganya 

bahagia. Bahkan orang yang menemukan jodohnya cepat bisa saja rumah 

tangganya kandas karena tidak menemukan suasana sakinah. Ada pula yang 

lambat menemukan jodohnya atau pasangan hidupnya, namun mencapai 

sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. 

Dijelaskan pula bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh 

Allah SWT pasti berpasang-pasangan, dan Allah SWT menciptakan manusia 

agar dapat berkembangbiak dan memperbanyak keturunan. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam surat   An-Nisaa ayat 1: 

اََُّهَا انَّاطُ اذَّمُىْا سَتَّكُىُ انَّزٌِْ   َٰٰٓ

ََّفْظ  وَّادذَِج  وَّخَهَكَ يُِْهَا خهََمَكُىْ يِ ٍْ 

صَوْجَهَا وَتَثَّ يُِْهًَُا سِجَالًا كَثُِْشاا 

وََِّغاَۤءا ٍۚ وَاذَّمُىا اللّٰهَ انَّزٌِْ ذَغاَۤءَنُىََْ ثهِ   

 وَالًسَْدَاوَ ِۗ اٌَِّ اللّٰهَ كَاٌَ عَهَُْكُىْ سَلُِْثاا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan 

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak) 

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” 

Jadi dari penjelasan di atas, tidak ada alasan bagi seseorang yang telah 

menemukan jodohnya atau pasangan hidupnya dan sudah siap membina 

rumah tangga malah menunda pernikahan. Apalagi alasan penundaan 

pernikahan di hubung-hubungkan dengan pandangan yang berkembang di 
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masyarakat yaitu, bahwa bila pernikahan tetap di langsungkan akan 

membawa dampak yang sangat tidak baik bagi kakak yang di langkahi.9 

Untuk hal tersebut dimasyarakat mengambil upaya syarat-syarat untuk 

kakak yang di langkahi. Pandangan yang berkembang sementara di 

masyarakat dalam hal ini bersumber dari adat istiadat yang lebih banyak 

menimbulkan kekhawatiran kakak yang di langkahi akan merasa tidak 

percaya diri, takut di nilai tidak laku oleh masyarakat, yang membuat kakak 

tersebut menjadi kurang gigih dalam mencapai dan menemukan pasangan 

hidupnya. Adapun dampak bagi sang kakak apabila dilangakahi yaitu kurang 

percaya diri dan juga kekhawatiran kakak akan mendapat jodoh lama. Dan 

dampak positifnya adalah seorang kakak merasa di hormati dan merasa 

disayang oleh adiknya. 

Dalam Islam tidak ditetapkan hukum pernikahan melangkahi kakak. 

Karena melangkahi kakak dalam pernikahan merupakan persoalan adat dan 

budaya yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Apabila melangkahi kakak 

dalam pernikahan memang akan berakibat tidak baik, maka di Islam sudah 

pasti memperingatkan umatnya agar tidak melakukannya. Padahal sejauh ini 

tidak pernah di temukan satu ayat atau satu hadits pun yang melarang atau 

memperingati agar menghindari hal tersebut. 

Adat Pelangkah pernikahan di Suku Rejang memang tidak 

mempengaruhi pernikahan. Hanya saja dahulu adat pelangkah pernikahan ini 

memberatkan dalam pernikahan, karena pemikiran masyarakat dahulu 

menganggap bahwa melangkahi kakak berpengaruh tidak baik. Seperti, kakak 

yang dilangkahi di nilai tidak laku oleh masyarakat, Tetapi dengan dinamika 

yang ada sekarang adat pelangkah pernikahan lebih ringan,  

Namun, walaupun tidak mempengaruhi pernikahan, adat ini tetap 

dilaksanakan untuk melestarikan adat Suku Rejang. Dan juga sekarang adat 

                                                             
9
 Athian Ali Moh. Dai, Keluarga Sakinah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 355 
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pelangkah dilakukan untuk memberi hadiah kepada kakak yang ditinggal 

menikah adiknya agar tidak bersedih. 

Adapun adat istiadat yang menjadi kebiasaaan di masyarakat yaitu 

adat pelangkah sebelum pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan yang 

harus dilakukan apabila seorang adik menikah terlebih dahulu dari pada 

kakaknya. Dan juga terdapat dinamika atau perubahan syarat pelangkah pada 

adat pelangkah tersebut. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam adat pelangkah 

sebelum pernikahan dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Adat Pelangkah Dalam Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, 

Kabupaten Rejang Lebong. 

 

 

B. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi penelitian ini agar penelitian lebih terarah. Maka 

dari itu peneliti memfokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah 

Dinamika dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkah Pernikahan. 

Adapun Dinamika dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah 

Pernikahan ini lebih meneliti tentang Adat Pelangkah Pernikahan di Suku 

Rejang. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada Masyarakat di Kelurahan Air 

Rambai, Kabupaten Rejang Lebong. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka di dapatkan 

rumusan masalah, yaitu:  

1. Bagaimana Dinamika syarat adat pelangkah dalam pernikahan di 

Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong?  

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat pelangkah dalam 

pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah di kemukakan di atas 

maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat pelangkah 

dalam pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika syarat adat pelangkah dalam 

pernikahan  di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong. 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk menambah 

pemahaman masyarakat tentang adat pelangkah pernikahan di Kelurahan Air 

Rambai, Kabupaten Rejang Lebong. 

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan serta ilmu 

pengetahuan mengenai adat pelangkah sebelum pernikahan suku rejang, 

serta pemahaman dan pelaksanaan pelangkahan di masyarakat agar bisa 

di pahami dan di amalkan ke semua khalayak umum. 

b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana 

(S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.  

F. Kajian Literatur 

Dalam permasalahan adat pelangkah menurut hukum Islam, ada 

beberapa hal yang menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya: 
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1. Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul 

skripsi Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi 

Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam 

(Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandar Lampung) yang disusun oleh Ramadhan Alfiandi 

Putra pada Tahun 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:  

Pertama, pada kasus bapak “K” bersepakat bahwa sebelum 

melangsungkan pernikahan melangkahi kakak untuk memberikan hadiah 

bagi kakaknya sebagai syarat dalam adat. Kedua, pada kasus yang 

dialami oleh bapak “S” yang keberatan dengan syarat pelangkah yang 

disyaratkan oleh kakaknya sehingga nekat melangsungkan pernikahan 

tanpa izin sang kakak. Ketiga, pada kasus bapak “T” bersepakat bahwa 

sebelum melangsungkan pernikahan melangkahi kakak untuk 

memberikan hadiah bagi kakak bapak “T” untuk menghindari 

konsekuensi larangan pernikahan tersebut.  

Masyarakat pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandar Lampung yang mempercayai tradisi dalam adat 

Lampung ini merupakan umat muslim dan hingga sekarang belum bisa 

meninggalkan tradisi dan budaya Lampung, meskipun terkadang tradisi 

dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. 

Ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa pernikahan 

melangkahi kakak pada masyarakat Kelurahan Tanjung Senang 

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung bukanlah suatu 

pernikahan yang haram dilaksanakan karena tidak melanggar pantangan 

dengan tidak memberikan hadiah sebagai syarat pelangkah bagi kakak 

yang belum menikah atau larangan perkawinan dalam Islam. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa kepercayaan keluarga masyarakat adat Lampung 

terhadap larangan pernikahan melangkahi kakak yang justru 

memberatkan bagi calon mempelainya tersebut bertentangan dengan 

ajaran Islam. Bahkan larangan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu 

penghalang dan dapat menimbulkan hal Mudarat termasuk ke dalam 
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kategori urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang 

ditempat tertentu, dari segi penilaian baik buruknya, larangan ini 

termasuk kedalam urf fasid yaitu tradisi yang bertentangan dengan agama 

Islam sesuai dengan surat an-Nuur ayat 32. 

2. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang 

Sebelum Pernikahan Di Kelurahan Kesambe Baru yang disusun oleh 

Destia Fadilla pada tahun 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:  

Bahwa yang menjadi dasar adanya adat pelangkahan ini adalah 

hal itu terjadi karena sang adik memang sudah siap lahir dan batin untuk 

melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah 

atau memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkahan ini 

tujuannya hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih, ucapan kasih 

sayang, dan ucapan pamit sang adik kepada kakak yang harus di tinggal 

menikah oleh sang adik. Adat pelangkahan ini juga mengajarkan kita 

untuk membiasakan sesuatu yang kita lakukan jika berhadapan dengan 

yang lebih tua dari kita mempunyai aturan atau etika yang harus 

dilakukan. Adat pelangkahan ini juga bertujuan untuk melestarikan adat 

istiadat yang telah turun temurun dipercaya, jangan sampai adat istiadat 

tersebut hilang karena perkembangan zaman. 

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, adat pelangkahan bisa 

dikategorikan sebagai urf (yang shahih) karena adat yang dalam 

perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya 

atau unsur manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya. Asal hukum 

melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha 

adalah Mubah. 

3. Skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 

judul Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut 

Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan) yang disusun 

oleh Nindia Arlesi Bama tahun 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : 
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Tradisi yang ada di desa Banuayu masih sangat melekat dalam hal 

pernikahan. Pernikahan yang ada di desa Banuayu merupakan peristiwa 

yang sangat penting, serta tata cara pelaksanaannya merupakan momen 

yang sangat sakral mulai dari acara besuloh, lamaran, nyengok rasan, 

lemang juada dan pelangkahan dalam pernikahan. Di desa Banuayu, ada 

adat pernikahan melangkahi kakak kandung. Jika seorang adik ingin 

menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya, sang adik harus mengikuti 

aturan adat, yaitu membayar untuk melangkahi. 

Didalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai larangan bagi 

umat Mulim untuk menikah. Melainkan, Allah SWT sangat 

menganjurkan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Tetapi, jika dilihat 

dari hukum Islam („urf) diperbolehkan adanya pemberian pelangkahan. 

Karena status pembayaran pelangkahnya merupakan tradisi atau adat 

orangorang terdahulu. Adat pernikahan melangkahi kakak kandung sudah 

ada dan sudah biasa dikenal oleh masyarakat dan sudah turun temurun 

dilakukan serta masyarakat menjadikannya sebuah adat yang digunakan 

didaerah tersebut. Menurut hukum Islam, adat pembayaran melangkahi 

kakak kandung adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun 

temurun dan sejak lama. Sehingga, pemuka adat di desa Banuayu 

menetapkan kebijakan bahwa proses adat pernikahan melangkahi kakak 

kandung yang masih hidup di 74 anggota masyarakatnya tidak dilarang 

oleh hukum, dan adat pembayaran pelangkahan ini sangat penting untuk 

dilakukan karena mengandung nilai-nilai yang baik, yaitu menjaga 

hubungan persaudaraan, yang akan menghasilkan ketenangan batin. 

Karena dihargai oleh masyarakat, acara pernikahan dapat berjalan lancar. 

Tetapi ada juga komunitas yang tidak setuju bahwa peraturan adat 

pernikahan harus mengikuti kakak kandung. 

Pembayaran pelangkah dalam adat pernikahan melangkahi kakak 

kandung biasanya diberikan oleh calon suami dari sang adik yang akan 

menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya, menurut pandangan 

masyarakat desa Banuayu pembayaran pelangkah merupakan ungkapan 
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maaf dari sang adik kepada kakaknya karena telah mendahului sang 

kakak dalam pernikahan, agar tidak ada perselisihan antara adik dan 

kakak yang merupakan saudara kandung. Biasanya, yang menjadi alat 

pembayaran pelangkah tidak hanya berupa uang tetapi juga dapat berupa 

emas, handphone atau barang berharga lainnya tergantung kesepakatan 

dari kedua belah pihak. 

4. Jurnal dengan judul Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam 

Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku 

Timur) yang tulis oleh Robin Fernando Putra dari STAI An-Nadwah 

Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. 

Tradisi adat uang pelangkah merupakan tradisi yang sudah biasa 

diDesa Gunung Batu. Masyarakat dapat menerima baik tradisi ini  namun  

perkembangan zaman  membuat  sebagian  besar  masyarakat  terutama  

yang  masih  muda  tidak setuju dengan tradisi ini sebab tradisi ini hanya 

akan memberatkan bagi sang adik yang ingin  menikah  akibat  dari  

pengeluaran  biaya  pernikahan  ditambah  lagi  jika sang   adik   tidak  

mampu   membayar   uang   pelangkah   maka   sang   adik   harus 

menunda pernikahannya. Uang pelangkah diberikan sang adik kepada 

sang kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik.  Apabila 

uang tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih baik 

asalkan tidak setelah menikah.Bentuk  uang  pelangkah  tidah  harus  

dalam  uang  tunai.  Uang pelangkah bisa berbentuk logam mulia, alat-

alat elektronik, ataupun peralatan rumah tangga lainnya sesuai dengan 

permintaan sang kakak.  Kedudukan uang pelangkah tidak ada   dalam   

anjuran   hukum   islam   dimana   apabila   sang   adik   ingin   menikah 

melangkahi adiknya harus memberikan uang pelangkah. 

Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan tulisan diatas adalah 

penulis membahas tentang Dinamika dan Tinjauan Hukum Islam Adat 

Pelangkah dalam Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang 

Lebong. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi dari 

analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu 

analisis, pengumpulan dilakukan secara ilmiah bersifat kualitatif. 

 

1. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian normatif empiris yaitu penelitian in action terhadap 

keberlakuan hukum normatif. Penulis memfokuskan data dari lapangan 

(field research) yaitu penelitian lapangan ini mempelajari secara 

mendalam terkait latar belakang keadaan sekarang dan interaksi antar 

sosial, individu, kelompok, lembaga dan juga masyarakat tertentu. 

2. Sifat Penelitian 

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan cara 

menganalisa dan mendeskripsikan data berupa adat pelangkah pernikahan 

dan tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan sumber 

informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan 

kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus (case 

approach) dengan menelaah kasus-kasus dan fenomena yang terjadi di  

masyarakat Kelurahan Air Rambai menegenai Adat Pelangkah Pernikahan 

Adik dan Kakak. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan fikih 

(fiqh approach) dengan menelaah aturan dalam pandangan fikih terkait 

Adat Pelangkah Pernikahan di Kelurahan Air Rambai. 

4. Sumber data  

a. Data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan dari sumber 

utama. Data primer ini di peroleh dari wawancara secara langsung 

yang di ajukan kepada:  
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1) Ketua BMA dan Sekretaris BMA Kelurahan Air Rambai, 

Kabupaten Rejang Lebong 

2) Masyarakat Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong 

yang telah melaksanakan adat pelangkah pernikahan suku Rejang 

tersebut. 

b. Data sekunder, yaitu data yang yang didapat dari data yang sudah ada 

sebelumya atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti Al-

quran dan Hadist, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-

buku Fikih dan Jurnal.  

5. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :  

a. Observasi yaitu proses memperoleh data dengan cara meneliti dan 

melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengamatan langsung tentang adat pelangkah dalam 

pernikahan suku Rejang di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang 

Lebong.  

b. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan untuk memperoleh 

informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara 

semi terstruktur, yaitu pertama-tama penulis menanyakan beberapa 

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian di perdalam dengan 

mengorek pertanyaan lebih lanjut.10 Adapun dalam penelitian ini 

peneliti mewawancarai langsung Ketua BMA Kelurahan Air Rambai, 

Kabupaten Rejang Lebong dan juga Masyarakat Kelurahan Air 

Rambai, Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan adat pelangkah 

pernikahan suku Rejang.  

c. Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

atau informasi dalam bentuk buku, arsip, peraturan-peraturan, tulisan 

angka, ataupun dokumentasi gambar yang mendukung penelitian.11 

                                                             
10

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Rosdakarya 

Offset, 2005), 189 
11

 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta,2007), 329. 
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Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang terkait dengan 

penelitian ini. 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan 

sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian. Analisa kualitatif 

ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.  
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H. Sistematika Penulisan 

Agar menghasilkan sistematika penulisan yang baik dan benar maka 

peneliti menyusun sistematika penulisan proposal ini berdasarkan bab-bab 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan 

proposal ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan literatur, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    Landasan Teori yang berisikan definisi umum mengenai adat 

pelangkah sebelum pernikahan. 

BAB III  Bab ini berisi mengenai bagaimana pandangan hukum Islam 

terkait adat pelangkah sebelum pernikahan dan dinamika adat 

pelangkah. 

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jawaban atas 

rumusan masalah yang terdapat dalam BAB I 

BAB V Penutup. Kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran kepada 

pihak instansi. 

Pada bagian akhir terdapat daftar kepustakaan dan lampiran lampiran. 

Daftar kepustakaan yang berisi tentang literatur dan lampiran-lampiran 

adalah surat menyurat dan foto kegiatan penelitian. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Pernikahan Dalam Syariat Islam 

1. Pengertian Nikah 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang suami dan istri yang 

bertujuan  membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam literatur fiqh berbahasa arab 

perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. 

Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan 

banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi.12 

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dalam 

arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37: 

فَهََّا لَضًٰ صََْذٌ يِ ُْهَا وَطَشااِۗ صَوَّجُْٰكَهَا 

ََكُىٌَْ عَهًَ انًُْؤْيٍَُُِِْ دشََجٌ فٍِْٰٓ نِكٍَْ لً 

هِىْ   اَصْوَاجِ اَدْعَُِاۤىِٕ

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak 

ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri 

anak-anak angkat mereka…13 

  

Terdapat perbedaan pendapat menurut ulama fiqh dalam 

mengemukanan atau memaknai pernikahan secara definitif, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad 

yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. Maksudnya, 

seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh 

anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan 

kepuasan.
14

 

                                                             
12

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2007), 35 
13

 Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bogor: Tim 

Penerbit LPQ, 2013), 421 
14

 Selamet Abidin and Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 10 
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b. Ulama Syafi‟iyyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafadz atau zauj, yang menyimpan arti 

memiliki.
15

 

c. Ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad yang mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan 

dengan tidak mewajibkan adanya harga.  

d. Ulama Hanabillah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad 

dengan menggunakan lafadz atau tazwi untuk mendapatkan 

kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan 

dari seorang perempuan dan sebaliknya.
16

 

Adapun menurut hukum adat pernikahan merupakana perikatan 

kekerabatan dan juga peringatan adat, maka dari itu pernikahan bukan 

semata-mata membawa akibat terhadapa kependataan saja yaitu seperti hak 

dan kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak, 

dan juga harta bersama. Tetapi pernikahan juga menyangkut atau 

berhubungan dengan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, keteanggaan, 

kekerabtana serta keagamaan.
17

 

2. Menurut KHI 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah 

pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati 

perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. 

Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang 

Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang 

Maha Esa. 

                                                             
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 10-11 
17

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat, 

Perundangundangan, Agama (Mandar Maju,). 8 
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Definisi yang di berikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, 

KHI di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti 

definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan. 

Menurut pandangan Islam perkawinan merupakan suatu perbuatan 

ibadah, dimana perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. 

Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan 

alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah di tetapkan 

oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Pernikahan itu juga 

merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan 

menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang 

berasal dari Anas bin Malik, sabda nabi yang bunyinya: 

وَعٍَْ أَََظِ تٍِْ يَانِك  سضٍ االله عُه ) 

ثْـًَُ 
َ
ٌَّ اَنَّثٍِ َّ صلى االله عليه وسلم دًِذَ اَللََّّٰ , وَأ

َ
أ

صَهِ ٍ  ,عهََُْهِ 
ُ
وَلَالَ : نَكٍُِِ  أَََا أ

ذَـضَوَّجُ 
َ
فْطِشُ , وَأ

ُ
صُىوُ وَأ

َ
وَأَََاوُ , وَأ

اءَ , فًٍََْ سَغِةَ عٍَْ عَُّرٍِ فَـهَُْظَ اَنُِ غَ 

 يٍُِِ  ( يُرَّفَكٌ عَهَُْه

Artinya:“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya 

bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan 

mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak 

termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.”18 

  Dapat dipahami dari hadist di atas bahwa anjuran untuk menikah dan 

dilarang untuk tidak menikah, maka dari itu kata Nabi apabila ada yang tidak 

suka dengan sunnahku (menikah) maka mereka bukan umatku. 

3. Dasar Hukum Pernikahan 

Di dalam Islam pernikahan adalah suatu hal yang penting. Bahkan di 

dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan 

apabila telah mampu untuk menikah. Pernikahan juga dapat mencegah 
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melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Seseorang harus 

segera menikah jika sudah dewasa dan mampu karena dikhawatirkan jika 

iman mereka lemah, mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oleh 

karena itu, agama Islam menganjurkan menikah bagi mereka yang sudah 

mampu. Jika seseorang mampu menikah, pernikahan sangat dianjurkan. 

Namun, jika seseorang tidak dapat menikah karena khawatir tidak akan dapat 

membiayai rumah tangganya, maka dia harus berpuasa untuk menjaga dirinya 

sendiri dan tidak perlu takut untuk menikah karena Allah SWT sangat 

memberi. Pernikahan juga dapat mencegah dari hal-hal yang bertentangan 

dengan agama Islam. Seseorang harus segera menikah jika sudah dewasa dan 

mampu karena dikhawatirkan jika iman mereka lemah, mereka akan 

terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, agama Islam 

menganjurkan menikah bagi mereka yang sudah mampu. Jika seseorang 

sudah mampu menikah, pernikahan sangat dianjurkan. Namun, 

apabila seseorang tidak dapat menikah karena khawatir tidak akan dapat 

membiayai rumah tangganya, maka dia harus berpuasa untuk menjaga dirinya 

sendiri dan tidak perlu takut untuk menikah sesungguhnya Allah SWT itu 

Maha luas pemberian-Nya. 

Adapun beberapa pendapat tentang hukum pernikahan yaitu: Menurut 

Golongan fuqaha‟, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah 

itu hukumannya sunnat. Sedangkan menurut Golongan Zhahiriyah 

berpendapat bahwa nikah itu wajib. Dan menurut para ulama Malikiyah 

mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah 

untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu 

menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.19 

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal 

melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak di pengaruhi pendapat 

ulama Syafi‟iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan 

nash-nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan 

kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun, 
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kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan 

melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum 

wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.20 

1. Wajib  

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan 

untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang 

tersebut adalah wajib. Alasan menetapkan hukum wajib itu ialah dari 

anjuran Al-Quran seperti dalam surat an-Nur ayat 33: 

ٍَ لً ََجذُِوٌَْ َِكَاداا وَنَُْغرَْعْفِ  فِ انَّزَِْ

 دَرهً َُغَُُِْهُىُ اللّٰهُ يٍِْ فَضْهِه ِۗ  

ٍَ ََثْرَغُىٌَْ انْكِرٰةَ يَِّا يَهَكَدْ  وَانَّزَِْ

ًَاَُكُىْ فَكَاذِثُىْهُىْ اٌِْ عَهًِْرُىْ  اََْ

فُِْهِىْ خَُْشاا وَّاٰذُىْهُىْ يِ ٍْ يَّالِ اللّٰهِ 

 انَّزٌِْٰٓ اٰذٰيكُىْ 
Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka 

dengan karunia- Nya.21 

 

Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim 

wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan 

diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu 

wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan 

kaidah. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan 

hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari 

perbuatan maksiat. 

2. Sunnah 

Orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan, tetapi apabila tidak kawin maka tidak 
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khawatir akan berbuat zina, hukumnya adalah sunnah untuk melakukan 

perkawinan. 

Adapun dalam menetapkan hukum sunnah terdapat anjuran di 

dalam Al-quran surat an-Nur ayat 32: 

وَاََْكِذُىا الًَََايًٰ يُِْكُىْ  

كُىِۗ  وَانصههِذٍَُِْ يٍِْ عِثَادِكُىْ وَاِيَاۤىِٕ

اٌِْ ََّكُىَُْىْا فُمَشَاۤءَ َُغُِْهِىُ اللّٰهُ 

 يٍِْ فَضْهِه ِۗ  وَاللّٰهُ وَاعِعٌ عَهُِْى
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.”22 

 

Dan hadits Nabi yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim dari 

Abdullah bin Mas‟ud yang di kemukakan dalam menerangkan sikap 

agama Islam terhadap perkawinan, baik ayat al-Qur‟an maupun as-

Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah yang ada, 

perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi sunnah saja. 

3. Haram 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila 

melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka 

hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. 

Alasan menetapkan hukum haram itu ialah dari anjuran al-Quran 

seperti dalam surat al-Baqarah ayat 195: 

                                                             
22

 Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bogor: Tim 

Penerbit LPQ, 2013), 354 



22 
 

فِمُىْا فٍِْ عثَُِْمِ اللّٰهِ   وَلً ذُهْمُىْا وَاََْ

تِاََْذَِْكُىْ اِنًَ انرَّهْهُكَحِ ۛ وَاَدْغُُِىْا ۛ اٌَِّ 

 اللّٰهَ َُذةُِّ انًُْذْغٍَُُِِْ 

Artinya: …dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan dengan tanganmu sendiri…23 

 

Termasuk juga hukumnya haram bila seorang kawin dengan 

maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini 

itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang 

lain. 

4. Makruh 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya 

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 

untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik dan takut 

dirinya akan mendzalimi seorang wanita dan memberikan kemudharatan 

kepadanya. 

5. Mubah 

Bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi tidak 

melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina atau tidak 

akan melantarkan istrinya. Dan alasan orang itu menikah hanya untuk 

kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan 

membangun keluarga yang baik, sejahtera dan harmonis.   

Alasan menetapkan hukum mubah itu ialah dari anjuran Al-Quran 

seperti dalam surat an-Nisa ayat 3: 

وَاٌِْ خفِْرُىْ اَلًَّ ذُمْغِطُىْا فًِ انَُْرًًٰٰ  

ا يَا طَابَ نَكُىْ يِ ٍَ انُِ غاَۤءِ يَثًُْٰ فَاَْكِذُىْ 
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وَثُهٰثَ وَسُتٰعَ ٍۚ فَاٌِْ خفِْرُىْ اَلًَّ ذَعْذِنُىْا 

ًَاَُكُىْ ِۗ رٰنِكَ  فَىَادذَِجا اَوْ يَا يَهَكَدْ اََْ

 اَدًَْٰٰٓ اَلًَّ ذَعُىْنُىْاِۗ 

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, 

tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.”24 

 

Selain itu, hukum mubah ini ditujukan kepada orang yang antara 

pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga 

menimbulkan keraguan tentang jenis orang yang akan melakukan kawin, 

seperti orang yang memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan 

atau orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan yang 

kuat untuk melakukannya. 

Dari penjelasan yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa suatu hukum perkawinan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai 

dengan penjelasan sebelumnya. Apabila ia sudah memenuhi kriteria 

dengan beberapa hukum di atas maka ia harus melaksanakannya, dalam 

islam perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan juga merupakan 

sesuatu untuk pengalaman ibadah kita kepada Allah SWT. 

4. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Rukun dan syarat pernikahan menentukan tindakan hukum, terutama 

yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan tersebut secara hukum. 

Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama karena keduanya merupakan 

tindakan yang harus dilakukan.  

Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi dan rukun dan syarat itu 

juga tidak boleh tertinggal, karena perkawinan tidak sah jika salah satunya 

tidak ada atau tidak lengkap. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar 
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hakikat dan tidak merupakan unsurnya; sebaliknya, rukun adalah 

sesuatu bagian dari hakikat dan merupakan unsurnya. Syarat dapat 

berhubungan dengan rukun dalam arti bahwa ia berlaku untuk setiap unsur 

yang menjadi rukun, atau dapat berdiri sendiri dalam arti bahwa ia tidak 

merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun..
25

 

a. Menurut Hukum Islam 

Semua rukun dan syarat harus dipenuhi sebelum pernikahan 

dianggap sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terbagi 

menjadi lima. Adapun yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu: 

1. Calon Suami 

2. Calon Isteri 

3. Wali Nikah 

4. Dua orang saksi 

5. Ijab dan Qabul.26 

Untuk menikah, setiap dari kelima syarat yang disebutkan di atas 

harus memenuhi beberapa syarat. Berikut adalah ringkasan syarat-syarat 

tersebut: 

1. Calon Suami dan Syarat-syaratnya. 

Secara umum, calon suami harus memenuhi persyaratan 

berikut untuk menikah: 

a. Beragama Islam  

b. Laki-laki  

c. Jelas orangnya  

d. Calon suami ridha  

e. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah  

f. Calon suami itu tahu dan kenal kepada calon isteri  

g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon 

isteri,  

h. Tidak sedang mempunyai isteri empat.27 
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Salah satu syarat untuk calon pasangan adalah ia harus 

beragama Islam, karena suami bertanggung jawab untuk memimpin 

rumah tangga dan memberikan nafkah. Suami memiliki tanggung 

jawab untuk mendidik dan memelihara istrinya dan anak-anaknya 

sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Selanjutnya, untuk mencegah pelanggaran hukum yang 

dianggap dosa, calon suami harus menikah dengan calon isteri. Hal ini 

dilakukan karena hukum syara' melarang pernikahan tanpa pertalian 

mahram. Dalam surah Al-Nisa' ayat 23, Allah SWT berfirman; 

دشُِ يَدْ عَهَُْكُىْ اُيَّهٰرُكُىْ وَتَُٰرُكُىْ 

عَهًرُكُىْ وَخٰهٰرُكُىْ وَتَُٰدُ وَاَخَىٰذُكُىْ وَ 

الًرَِ وَتَُٰدُ الًخُْدِ وَاُيَّهٰرُكُىُ انهرٍِْٰٓ 

اَسْضَعَُْكُىْ وَاَخَىٰذُكُىْ يِ ٍَ انشَّضاَعحَِ 

ثُكُىُ انهرٍِْ  كُىْ وَسَتَاۤىِٕ وَاُيَّهٰدُ َِغاَۤىِٕ

كُىُ انهرٍِْ  فٍِْ دُجُىْسِكُىْ يِ ٍْ َِ غاَۤىِٕ

فَاٌِْ نَّىْ ذَكُىَُْىْا  دَخَهْرُىْ تِهَِّ  

دَخَهْرُىْ تِهَِّ فَلَ جَُُاحَ عَهَُْكُىْ   

ٍَ يٍِْ  كُىُ انَّزَِْ مُ اَتَُْاۤىِٕ وَدَلَىِٕۤ

اَصْلَتِكُىْۙ وَاٌَْ ذَجًَْعُىْا تٍََُْ الًخُْرٍَُِْ 

اِلًَّ يَا لَذْ عهََفَ ِۗ اٌَِّ اللّٰهَ كَاٌَ 

۔غفَُىْساا سَّدُِْاًا   

Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-

saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan 

ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-

anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang 

menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu 

istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu 

(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu151) dari istri yang 
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telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur 

dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa 

bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri 

anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) 

mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

Dari ayat di atas, kita dapat membuat kategori berikut untuk 

perempuan yang menjadi mahram bagi pria yang akan menikah: :  

1) Ibu  

2) Anak perempuan  

3) Saudara perempuan  

4) Saudara perempuan bapak  

5) Saudara perempuan ibu  

6) Anak perempuan dan saudara perempuan  

7) Ibu yang menyusukan  

8) Saudara perempuan sesusuan  

9) Mertua  

10) Anak perempuan isteri yang dalam pemeliharaan yang telah 

dicampuri  

11) Menantu 

12) Saudara perempuan isteri.  

Seseorang yang sedang dalam ihram haji atau umrah, baik 

untuk dirinya sendiri maupun atas nama orang lain (sebagai wali), 

juga dilarang menikah. Maka calon suami tersebut diharamkan untuk 

melakukan pernikahan. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, calon suami juga harus 

tidak memiliki pasangan haram yang dimadu. Selain itu, dia tidak 

memiliki empat istri. Larangan seperti ini terbatas pada wanita yang 

haram dinikahi. 

2. Calon isteri dan syarat-syaratnya. 
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Seorang calon pasangan yang akan dinikahi oleh seorang pria 

biasanya harus memenuhi persyaratan berikut: 

a. Beragama Islam atau ahli kitab 

b. Terang wanitanya 

c. Tidak dalam masa iddah 

d. Tidak haram dinikahi.28 

Namun, paada pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa persetujuan calon mempelai adalah syarat untuk 

pernikahan, dan pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa pernikahan tidak 

dapat dilakukan atau dilangsungkan jika salah seorang calon 

mempelai tidak menyetujuinya..29 

3. Wali dan syarat-syaratnya 

Wali adalah seorang yang mempunyai hak untuk 

melangsungkan pernikahan perempuan yang berada di bawah 

perwaliannya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah 

suatu yang penting dan tidak sah akad perkawinan apabila tidak ada 

wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut 

kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam Kompilasi Hukum Islam, 

wali nikah, yang merupakan rukun pernikahan, dibagi menjadi dua: 

wali nasab dan wali hakim. 

Adapun persyaratan berikut: 

a. Islam 

b. Baligh  

c. Berakal 

d. Mempunyai hak perwalian 

e. Laki-laki. 

4. Saksi nikah dan syarat-syaratnya 

Salah satu persyaratannya adalah sebagai berikut: 
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a. Laki-laki 

b. Islam 

c. Adil 

d. Baligh dan berakal 

e. Tidak terganggu ingatannya 

f. Tidak tuna rungu atau tuli. 

Dihadirkannya saksi dalam pernikahan dilakukan dengan 

tujuan menyaksikan dan memverifikasi pernikahan dan memastikan 

bahwa pasangan yang menikah memiliki keturunan yang sah. 

5. Ijab dan Qabul serta Syarat-syaratnya 

a. Adanya pernyataan mengawinkan 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata 

tersebut 

d. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

e. Harus diucapkan dalam satu majelis.30 

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri 

yaitu:  

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di 

tetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.  

2. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk 

persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan 
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nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam 

dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.  

3. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah 

menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua 

saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah 

seorang calon memFpelai, maka perkawinan itu tidak dapat 

dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau 

tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat 

yang dapat di mengerti.  

4. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur 

dalam Bab VI.
31

 

c. Menurut Hukum Positif 

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam Pasal 6: 

a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon 

mempelai.  

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua. 

c. Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin 

yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua 

yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

d. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam 

ayal (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam 

daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan ijin 
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setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 

dan pasal ini. 

e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
32

 

f. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV 

tentang rakun dan syarat perkawinan bagian kesatu pasal 14 yaitu: 

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada 

a. Calon suami  

b. Calon isteri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi dan  

e. ljab dan Kabul
33

 

5. Larangan Menikah 

Larangan pernikahan dimana terdapat orang yang tidak boleh 

melakukan pernikahan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak 

boleh dinikahi oleh seorang laki-laki begitu pula sebaliknya laki-laki mana 

saja yang tidak boleh menikahi perempuan. Dalam Al-qur‟an disebutkan Q.S 

An-Nisa‟ ayat 23: 

دشُِ يَدْ عَهَُْكُىْ اُيَّهٰرُكُىْ وَتَُٰرُكُىْ 

وَاَخَىٰذُكُىْ وَعَهًرُكُىْ وَخٰهٰرُكُىْ وَتَُٰدُ 

الًرَِ وَتَُٰدُ الًخُْدِ وَاُيَّهٰرُكُىُ انهرٍِْٰٓ 

اَسْضَعَُْكُىْ وَاَخَىٰذُكُىْ يِ ٍَ انشَّضاَعحَِ 

ثُكُىُ انهرٍِْ  كُىْ وَسَتَاۤىِٕ وَاُيَّهٰدُ َِغاَۤىِٕ

كُىُ انهرٍِْ  فٍِْ دُجُىْسِكُىْ يِ ٍْ َِ غاَۤىِٕ

خَهْرُىْ تِهَِّ  فَاٌِْ نَّىْ ذَكُىَُْىْا دَ 

دَخَهْرُىْ تِهَِّ فَلَ جَُُاحَ عَهَُْكُىْ   
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ٍَ يٍِْ  كُىُ انَّزَِْ مُ اَتَُْاۤىِٕ وَدَلَىِٕۤ

اَصْلَتِكُىْۙ وَاٌَْ ذَجًَْعُىْا تٍََُْ الًخُْرٍَُِْ 

اِلًَّ يَا لَذْ عهََفَ ِۗ اٌَِّ اللّٰهَ كَاٌَ 

۔غفَُىْساا سَّدُِْاًا   

Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara 

perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak 

perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari 

saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara 

perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak 

perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu151) 

dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak 

berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri 

anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan 

(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 

(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Dari ayat di atas dapat dkita lihat bahwasanya larangan pernikahan 

dapat dibagi menjadi dua yaitu:  

Pertama, larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya 

dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan 

perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk 

ini disebut mahram muabbad.  

Larangan ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
34

 

a. Hubungan kerabat, yaitu hubungan seperti ibu, anak, saudara, saudara 

seayah, saudara ibu, anak dari saudaara laki-laki, anak dari saudara 

perempuan. 

b. Larangan pernikahan karena adanya hubungan pernikahan yang disebut 

hubungan Musaharah. Maksud dari hubungan ini yaitu perempuan-

perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selamanya, 

seperti perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tirinya. 
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Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, ibu istri 

atau mertua, anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.  

c. Hubungan persusuan, apabila seorang anak menyusu kepada seorang 

perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging yang 

membantu tumbuhkembang si anak maka dari itu perempuan yang telah 

menyusui si anak telah seperti ibunya.  

Kedua, larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam 

arti larangan itu berlaku dalam waktu tertentu, suatu waktu bila keadaan 

sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram atau sudah tidak ada 

larangannya mahram mu‟aqat. Berlaku dalam waktu seperti ini, menikahi dua 

orang saudara bersamaan (satu masa), poligami diluar batas, larangan karena 

sudah talak tiga, larangan karena ihram, dan larangan karena beda agama.
35

 

 

 

6. Tujuan dan Hikmah perkawinan 

a. Tujuan Perkawinan 

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam adalah untuk 

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan 

lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan 

batinnya sehingga timbulah kebahagiaan. Pada prinsipnya syari‟at Islam 

tidak membenarkan prinsip anti menikah karena anjuran Islam menganut 

keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu 

menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan 

kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh 

kesempurnaan hidup. 
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Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat 

manusia dan juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. Untuk 

itu Allah SWT menciptakan nafsu syahwat bagi manusia yang dapat 

mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan 

nafsu syahwat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 110 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan menikah menurut 

Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Ada beberapa tujuan dari perkawinan atas Umat Islam diantaranya 

adalah: 

1) Memperoleh kehidupan yang sakinah (tentram), mawaddah (rasa 

cinta), dan warahmah (kasih sayang). 

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga 

dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak 

melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami 

ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah itu 

merusak dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, 

karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu tersebut 

condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. 

2) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.  

Agama memberi manusia cara untuk hidup bahagia baik di dunia 

maupun di akhirat. Hidup berbakti kepada Allah SWT, 

berkeluarga, bermasyarakat dan bersosialisasi adalah cara untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga yang bahagia 

biasanya memiliki anak-anak dari pernikahannya. 

3) Memenuhi kebutuhan biologis  

Sudah sejak lahir, manusia memiliki jodoh, dan Allah 

SWT membuat manusia ingin memiliki hubungan seksual antara 
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pria dan wanita. Al-Qur'an menggambarkan pria dan wanita 

sebagai pakaian, artinya masing-masing membutuhkan yang lain. 

Di samping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga 

menyalurkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan 

bertanggung jawab. Karena penyaluran cinta dan kasih sayang 

yang diluar parkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan 

dan tanggung jawab yang layak.  

4) Menjaga Kehormatan 

Menjaga kehormatan harus menjadi kesatuan dengan 

tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk 

memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk 

menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan 

biologis, seseorang dapat saja mencari pasangan lawan jenisnya 

untuk melakukan hubungan badan. Tetapi dengan melakukan itu, 

seseorang akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya dengan 

perkawinan, kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.  

5) Menimbulkan rasa kesungguhan untuk bertanggung jawab  

Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang-

orang yang belum menikah tingkah laku nya masih sering 

dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurangnya rasa untuk 

bertanggung jawab. Begitu juga dengan menggunakan harta, 

seseorang yang sudah menikah lebih rajin dan lebih hemat karena 

mengingat kebutuhan keluarga di rumah lebih banyak 

dibandingkan dengan kebutuhan saat masih bujangan. Karena rasa 

tanggung jawab orang-orang yang sudah berkeluarga untuk 

kebutuhan rumah tangganya mendorong nya lebih semangat untuk 

mencari rezeki untuk keluarganya. 

6) Menyempurnakan akhlak 

Pernikahan dalam islam adalah sarana efektif untuk 

memperbaiki moral atau akhlak masyarakat kearah yang lebih 

baik. Moralitas masyarakat biasanya di tentukan oleh kedewasaan 
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kaum mudanya untuk hidup dengan akhlak yang baik, yang 

merupakan pagar dan sekaligus benteng terhadap permasalahan 

dan terjadinya sebuah perubahan dan penyimpangan. 

7) Ibadah 

Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah Saw bersabda: 

 ًَ اٌ,ِ يٍَْ ذَضَوَّجَ فَمَذِاعرَْكًَْمَ َِصْفَ الإَِْ

 فَهَُْرَّمِا فٍِ انْثَاق

Artinya:“Barangsiapa kawin (beristri) maka dia telah melindungi 

(menguasai) separuh agamanya, karena itu hendaklah dia 

bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang 

separonya lagi” (HR. Al-Hakim dan At-Thohawi) 

Pada hadist tersebut dijelaskan bahwa apabila pernikahan 

dilakukan maka melakukan pernikahan tersebut berarti merupakan 

bagian dari melakukan agama. Oleh sebab itu anjuran atau 

perintah agama merupakan bagian dari ibadah. Maka dari itu jelas 

bahwa melakukan pernikahan merupakan bagian dari agama.
36

 

b. Hikmah Perkawinan 

Didalam anjuran menikah memiliki keutamaan dan hikmah. 

Menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunah Rasulullah, 

meningkatkan ibadah, dan membuka pintu rezeki adalah beberapa 

keutamaan tersebut. 

Pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia 

didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi berikutnya. Selain itu juga 

memenuhi kebutuhan biologis manusia, melalui hubungan suami-istri 

serta terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berfungsi untuk 

mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling 
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tolong menolong dalam menjalani kehidupan berumah tangga mulai dari 

suami mencari nafkah dan istri mengatur rumah sampai mendidik anak. 

Hubungan antara hikmah pernikahan dan tujuan diciptakannya 

manusia di bumi sangat erat. Allah SWT menciptakan manusia dengan 

tujuan untuk memakmurkan bumi, dan segala sesuatu yang ada di 

dalamnya dibuat untuk kepentingan manusia sendiri. Akibatnya, agama 

Islam menganjurkan pernikahan. 

Adapun beberapa hikmah dari pernikahan yaitu:
37

 

1) Pernikahan dapat membantu orang menghindari hal-hal yang dilarang 

dan beralih ke hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. 

2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri 

seksual manusia. Sesunnguhnya naluri seksual merupakan naluri yang 

sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha 

mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak dipenuhi, dia akan 

dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus 

kepada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik 

untuk menyalurkan naluri seksual manusia. 

3) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, 

menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya 

nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam islam. 

4) Naluri kebapakan dan keibuaan akan terus berkembang dan semakin 

sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang 

akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat 

kemanusiaan seorang manusia. 

5) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi 

anak- anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan 

menampakan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa 

tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

dengan demikian, dunia usaha akan semakin berkembang dan 
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mendorong investasi yang dapat memicu kesejahteraan dengan 

banyaknya produksi yang dapat di garap, yang semua itu telah 

disediakan oleh Allah SWT. 

6) Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar 

(suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara 

suami dan istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah 

tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang 

dapat menghilangkan penat suami. 

7) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaaan, menumbuhkan jalinan 

kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan social 

dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat islam. 

Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih saying 

adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. 

Adapun hikmah yang kita dapatkan dalam perkawinan itu adalah 

menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara‟ 

dan dapat menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. 

B. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Pada 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan: 1) peraturan 

atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) Undang-undang, 

peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana 

hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma 

yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan 

atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.38 

Kata Hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-qur‟an dan juga tidak 

terdapat dalam literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-qur‟an 
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adalah syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Hukum Islam 

pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat Islamic law.39 

Sedangkan pada kenyatannya dalam Al-qur‟an maupun literatur Hukum 

Islam tidak menyebutkan Hukum Islam sebagai suatu istilah. al-Quran lebih 

menjelaskan mengenai kata syari‟ah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata 

“hukum” berasal dari kata “hakama” dan kemudian kata baru “al-hikmah” 

yang berarti “kebijaksanaan”. Artinya, seseorang yang mengetahui dan 

memahami hukum serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka 

orang tersebut dianggap sebagai orang yang bijaksana. 

Hukum Islam adalah kaidah dan norma kemasyarakatan yang 

bersumber kepada al-Quran, sunnah, serta pada akal pikiran manusia.40 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama 

Islam yang konsep dasar dan kerangka hukum nya ditetapkan oleh Allah 

SWT. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda 

dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, serta dengan 

alam dan sekitarnya. 

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju 

jalan Allah. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau 

peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam 

menangani perkara dunia dan akhirat. 

2. Sumber Hukum Islam 

Ada 3 sumber hukum islam, yaitu Al-qur‟an, Hadits, dan Ijtihad. 

Berikut ini rincian sumber hukum islam: 

a. Al-qur‟an 

Al-qur‟an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum 

muslim.41 Al-qur‟an merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama. 

Setiap muslim wajib berpegang teguh kepada Hukum-hukum yang 
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terdapat didalam Al-qur‟an. Agar manusia menjadi taat kepada Allah 

SWT, yaitu mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

b. Hadist 

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan yang dijadikan sebagai 

pedoman syariat Islam.42 Hadist atau sunnah, yang menurut bahasa 

artinya jalan yang terpuji atau cara yang dibiasakan. Menurut istilah 

sunnah sama dengan pengertian hadis yaitu segala ucapan, perbuatan 

keterangan Nabi Muhammad SAW, yang harus diterima sebagai 

ketentuan Hukum Islam dan segala yang bertentangan dengannya harus 

ditolak. 

Menurut istilah ulama fiqih sunnah adalah “sifat hukum bagi suatu 

perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak 

pasti” yan artinya diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak 

berdosa orang yang tidak melakukannya.43 

c. Ijma‟ 

Ijma‟ adalah kesepakatan para ulama‟ dalam menetapkan suatu 

hukum yang berlandaskan dari al-Qur‟an dan Hadist.44 Secara etimologi 

ijma‟ artinya “kesepakatan” atau bisa jg diartikan “sependapat tentang 

sesuatu”. Ada juga yang menyatakan bahwa ijma‟ berarti kehendak 

(maksud hati). Sedangkan memurut terminologi, ijma‟ telah ditafsirkan 

oleh beberapa ushuliyin, yaitu berikut:45 

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali  bahwa ijma‟ yaitu 

“kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas sesuatu urusan agama. 

Berbeda dengan Al-Amidi yang juga berasal dari mazhab Syafi‟iyah 

menerangkan bahwa ijma‟ merupakan kesepakatan sejumlah ahlul halli 

wal Aqd‟ (para ahli yang berkompeten mengurusi umat) dari umat 

Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kaum.” 
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Sedangkang menurut Imam Syafi‟i bahwa ijma‟ adalah “suatu 

kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang 

diketahui dengan jelas dan pasti dari agama.” 

3. Ruang lingkup Hukum Islam 

Dalam istilah syariat, bidang hukum Islam terpisah dari bidang hukum 

Barat lainnya. Hukum Islam tidak membedakan secara eksplisit antara bidang 

hukum privat dan publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Di 

dalam hukum privat islam terdapat segi hukum publik. Dan  hukum publik 

memiliki bidang hukum privat..46 

Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu yang pertama hubungan 

manusia dengan Tuhannya yang disebut Ibadah dan yang kedua hubungan 

manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah.47  

a. Ibadah (madhah), merupakan tata cara dan upacara yang wajib dilakukan 

oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah SWT, 

yang wajib dilakukan seorang muslim seperti shalat, membayar zakat dan 

mengerjakan ibadah haji. 

b. Muamalah (ghairu madhah), merupakan ketetapan Allah yang 

hubungannya dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan 

tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena hal tersebut sifatnya 

terbuka dan dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat 

melakukan usaha itu. Maka dari itu dalam hukum Islam tidak dibedakan 

antara kedua bidang hukum itu.  

4. Tujuan Hukum Islam  

Hukum Islam yang disyariatkan di dalam agama mengandung fungsi 

dan tujuan yang yaitu maqashid al-syariah, fungsi dan tujuan hukum Islam 

tersebut yaitu untuk kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun 

di akhirat. Tuhan sebagai Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya 

dengan Pembinaan Masyarakat pembuat hukum menginginkan kesejahteraan 
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kepada para pelaksana hukum yaitu manusia  itu sendiri. Terdapat 3 hal yang 

perlu diperhatikan dalam kebutuhan kehidupan manusia yaitu kebutuhan 

dharuriyyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier).  

Adapun kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syariat 

tercakup dalam lima hal, yaitu yang dihitung dan disebut oleh para ulama 

dengan nama al-kulliyyat al-khams (lima hal inti/pokok). Lima hal pokok 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan kehidupan manusia. Lima 

hal pkok tersebut yaitu: (1) menjaga agama, supaya manusia dapat mengenal 

Tuhan (2) menjaga jiwa, supaya manusia medapatkan keamanan dalam 

hidupnya baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik (3) menjaga akal, 

supaya manusia memperhatikan dan tidak mengesampingkan kesadaran 

berpikir mereka seperti mengahindari mengkonsumsi barang yang 

memabukkan (4) menjaga keturunan dan kehormatan, supaya manusia tidak 

melakukan seks bebas (berzina) demi menjaga nasab dan keturunannya. 

C. Hukum Adat 

1. Istilah dan Pengertian Adat 

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, kemudian diartikan atau 

diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yang artinya “kebiasaan”. Adat atau 

kebiasaan merupakan suatu tingkah laku seseorang yang dilakukan terus 

menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu 

yang lama. Terdapat beberapa unsur-unsur adat seperti: 

1. Adanya tingkah laku seseorang 

2. Dilakukan terus menerus  

3. Adanya dimensi waktu 

4. Diikuti oleh orang lain. 

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) 

manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat 

yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang 

dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat 
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istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi 

hukum adat. 48 

Keberadaan masyarakat adat telah ditegaskan didalam Undang-

Undang, pengakuan atas keberadaan dan hak masyarakat adat telah dijelaskan 

didalam peraturan perundang-undangan sampai ke peraturan daerah. 

Perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk 

mempertahankan hak konstitusionalnya apabila terdapat undang-undang yang 

merugikan hak konstitusionalnya hal ini termasuk di dalam Undang-Undang 

No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang No. 8 

Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 18 B 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang segera 

(telah) diturunkan dalam Undang-Undang" tentang masyarakat adat. Pasal 

28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua dan Pasal 32 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV merupakan landasan yuridis 

bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Pertama, menegaskan 

tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat. Kedua, 

mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara sera mengembangkan nilai-nilai budaya. 

Masyarakat adat tidak lepas dari istilah adat istiadat, Istilah adat 

berasal dari bahasa sangsekerta. Kata melangkahi yang artinya mendahului, 

maksudnya mendahului sang kakak dalam hal menikah yang kemudian sang 

adik memberikan pelangkahan berupa barang yang diminta oleh kakak yang 

dilangkahi. Tradisi melangkahi sang kakak didalam adat pernikahan ini 

adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di suku Rejang 

khususnya di Kelurahan Air Rambai. Perkawinan dengan cara melangkahi 

kakak kandung ini dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai macam 
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kemaksiatan dan hal yang tidak diinginkan meskipun dengan resiko 

melangkahi kakak kandung. 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembicaraan tentang 

pernikahan melangkahi kakak kandung tentang apa yang boleh diminta kakak 

kepada adik untuk melakukannya. Salah satu keuntungan  dan manfaat dari 

adat pelangkahi pernikahan ini adalah bahwa itu mempertahankan adat 

istiadat dan membuat hubungan antara kakak dan adik, kedua mempelai, dan 

dua keluarga tetap baik dan tidak sakit hati, dan mencegah timbulnya masalah 

lain. 

2. Istilah dan Pengertian Hukum Adat 

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh 

Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” 

menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht‟” (Bahasa Belanda) 

yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social 

control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian 

dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai 

pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum 

Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk 

sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan 

hidup sehari hari baik di kota maupun di desa.49 

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum yang  

merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang 

tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang 

pada suatu masyarakat adat tertentu dan mempunyai akibat hukum.50 Hukum 

adat juga merupakan suatu hukum yang berasal dari kebiasaan manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat, yang berawal dari keluarga kemudian 

mengatur dirinya dan anggotanya dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka 

lakukan dan akan dibawa dalam kehidupan bermasyarakat dan negara.  
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Meskipun tidak tertulis, tetapi hukum adat mempunyai akibat hukum 

bagi siapa saja yang melanggarnya. Nilai-nilai serta norma yang ada didalam 

hukum adat harus dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum 

adat disebut hukum asli karena lahir dari masyarakat adat yang sesuai dengan 

kepentingan perasaan masyarakat, dan hukum adat itu tidak kaku. 

Adapun yang mendefiniskan hukum adat sebagai hukum adat yang 

tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan sehingga 

mempunyai akibat hukum.
51

 Proses terbentuknya hukum adat secara singkat 

dimulai dari penciptaan manusia. Allah SWT menciptakan manusia untuk 

bertingkah laku dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal dan pikiran, 

perilaku yang dilakukan secara terus-menerus kemudian menjadi kebiasaan 

dan dari kebiasaan terus berkembang menjadi adat yang selanjutnya terbentuk 

menjadi hukum adat.
52

 

Salah satu pendapat para sarjana hukum tentang hukum adat, yaitu; 

Menurut Soekanto bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat 

yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan 

mempunyai sanksi atau akibat hukum. Sedangkan menurut pendapat R. 

Seopomo bahwa hukum adat ialah hukum non statutair sebagian besar 

terdapat di dalam hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. 

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang 

mengatur tingkah laku manusia mulai dari hubungan antara satu sama lain 

maupun keseluruhan, kebiasaan dan kelaziman (kesusilaan) yang sudah hidup 

dilingkungan masyarakat itu sendiri. Dan termasuk keseluruhan peraturan-

peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai 

kewibawaan dan berkuasa dalam memberikan keputusan masyarakat adat 

tersebut, seperti lurah, penghulu, pemuka agama, kepala adat dan hakim.
53
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3. Ciri-ciri Hukum Adat  

Ada beberapa ciri dari hukum adat yaitu:  

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, 

2. Tidak tersusun secara sistematis, 

3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, 

4. Tidak teratur, 

5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan), 

6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.54 
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BAB III  

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN AIR RAMBAI 

A. Kelurahan Air Rambai 

1. Sejarah singkat Kelurahan Air Rambai 

Pada awalnya desa/kelurahan Adirejo dan desa/kelurahan Air Rambai 

belum ada pembatasan wilayah. Pada zaman Belanda nama pertama kali 

Kelurahan Adi Rejo adalah IMO JEPUK. Dan pada saat itu Kelurahan Adi 

Rejo belum menjadi Desa apalagi Kelurahan yakni masih bernama Adi Rejo 

saja, Pada saat itu Gindenya adalah Ginde Umar mertua kandung dari H. 

Mustofa kamal atau yang menyampaikan sejarah ini, dan selama kurang lebih 

40 tahun Ginde Umar memerintah di Desa Air Rambai termasuk Adi Rejo. 

Pada saat itu pemerintahan masih zaman Presiden Soeharto. Dan pada tahun 

1981 Desa Air Rambai menjadi Kelurahan Air Rambai dan juga yang menjadi 

Lurah pertama di kelurahan Air Rambai adalah Sdr.Dja.far Ali Bin Aliati. 

Alm. 

Adapun Urutan Sejarah Pemerintahan Ginde / Kepala Desa Lurah Air 

Rambai yaitu: 

1. Getiomor 

2. Alitia (Ginde Nonoa) 

3. Ginde Yahya 

4. Ginde Umar (40 Tahun) 

5. Ginde Dula Sani 

6. Ginde Dulhaq (Bapak Adi) 

7. Ginde Dula Sani 

8. Ginde Jafar Ali (Jafek) 

9. Lurah Pertama Jafar All 

10. Lurah Paimin 

11. Lurah Arpansyah 

12. Lurah Tuti 

13. Lurah Suryadi 

14. Lurah Jadil 

15. Dst.  
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Pada waktu itu desa yang menjadi kelurahan sebanyak 17 desa di 

dalam Kabupaten Rejang Lebong termasuk Desa Air Rambai. Kemudian 

salah satu yang ikut membuat Sket (Skema) perbatasan Kelurahan Air 

Rambai dengan Desa Adi Rejo adalah Bapak H. Mustofa Kamal, dan dari 

Desa Adi Rejo pada waktu itu sebagai pemuka masyarakatnya adalah bapak 

Komisaris Tohirin. Dan pada waktu itu dengan perjanjian apabila warga Desa 

Adirejo meninggal dunia maka boleh mengubur di kuburan Air Rambai, yang 

mana TPU tersebut pada saat ini masuk ke wilayah Kelurahan Adi Rejo, 

dengan batasan antara Kelurahan Air Rambai dengan Desa Adirejo yang telah 

disepakati pada waktu itu yakni, Rumah Hamid tepatnya disamping rumalı 

kediaman Lurah Ja,far Ali, kemudian Rumah Pak Darto dan Dinding Penjara 

atau LP saat ini, itulah batas-batas Adirejo dan Air Rambai.
55

 

Adapun Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di kelurahan Adi 

Rejo pada saat ini adalah Wakaf Orang Air Rambai, yaitu: 

1. Wakaf dari H.Karim (Kara) Orang Air Rambai asli, kemudian anak 

keturunan dari H.Karim (kara) adalah Sitiria (mak Amnah) kemudian 

Cikuya Mak Sudar,dan Saipa Mak Maryana Juki,kemodian Sada mak 

Herman, kemudian Manap Bapak Sayuti. Dan diwakafkan pada tahun 

1942 sebelum merdeka,diwakafkan untuk masyarakat Air Rambai 

2. Wakaf dari M.zen H.Djalil untuk orang tuanya H. Djalil Bin Aliati. Alm. 

juga untuk masyarakat Air Rambai. 

2. Sejarah Nama Air Rambai 

Sejarah Nama Air Rambai yaitu karena di aliran sungai yang melintasi 

sepanjang desa Air Rambai pada waktu itu banyak sekali Rumput Ambei-

ambei. Rumput tersebut berada di dalam air berbentuk panjang seperti bunga 

kecil, kemudian pada waktu itu masyarakat bertanya apa tanda yang lebih 

jelas lagi tentang Air Rambai itu. Maka orang tua-tua pada waktu itu supaya 

lebih jelas lagi tentang nama atau tanda dari Air Rambai tersebut, para orang 

tua kita pada waktu itu mencari dan mengambil batang Mbei atau pada saat 
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ini disebut batang Rembio, kemudian Batang Mbei (Rembio) tersebut 

ditanam di sepanjang pinggiran sungai Air Rambai, tepatnya di lokasi tanah 

Ninik Ketip, yang sekarang berada disamping jembatan Air Rambai,yang 

pada saat ini berada di sekitar tanah lokasi Sunan Apriadi (Gidid), inilah 

Sejarah tentang nama dari Air Rambai tersebut.
56

 

3. Kondisi Geografis Kelurahan Air Rambai 

 Air Rambai merupakaan sebuah kelurahan yang terletak di daerah 

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia.  

4. Kondisi Demografis Kelurahan Air Rambai 

Pemerintah Kelurahan Air Rambai yang dipimpin oleh Lurah dan 

dibantu oleh beberapa staf lainnya. Jumlah penduduk Kelurahan Air Rambai 

berjumlah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Kelurahan Air Rambai 

No Kependudukan Jumlah Penduduk Keterangan  

1 Jumlah Penduduk  3.074 Orang 

2 Jumlah KK 925 Orang  

3 Jumlah Penduduk 

Wajib KTP 

2.186 Orang 

 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin Jumlah Keterangan  

1 Laki-laki 1.462 Jiwa  

2 Perempuan  1.612 Jiwa  
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Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Menurut Usia 

No  Usia  Jumlah  Keterangan  

1 0-9 Tahun 296 Orang 

2 10-19 Tahun 525 Orang 

3 20-29 Tahun 670 Orang  

4 30-39 Tahun 359 Orang  

5 40-49 Tahun 417 Orang  

6 50-59 Tahun 428 Orang  

7 60-69  Tahun 271 Orang 

8 70 Tahun Keatas 108 Orang 

 

B. Badan Musyawarah Adat (BMA) Air Rambai 

1. Pengertian BMA 

Badan Musyawarah Adat (BMA) adalah suatu lembaga adat yang ada 

di desa atau kelurahan. Badan Musyawarah Adat (BMA) bertugas menjaga 

dan memastikan bahwa norma-norma hukum adat harus tetap dijalankan di 

dalam kehidupan masyarakat, mengatur tentang tata cara pelaksanaan acara 

adat dan semua yang berhubungan dengan adat istiadat yang ada pada 

kehidupan masyarakat. 

2. Tugas BMA 

BMA mempunyai tugas dalam membina  dan melestarikan adat 

istiadat setempat. Seperti perayan-perayaan dalam masyarakat yang sering 

menggunakan adat, lalu penerapan sanksi adat apabila ada pelanggaran tetapi 

hal tersebut berdasarkan rapat musyawarah adat.
57

 Dan juga menjalin 

kerjasama antara tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan. 

Serta BMA menampung dan memusyawarahkan pendapat masyarakat 

kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyngkut hukum 

adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Memberdayakan 

melestariakan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan 

                                                             
57

 Nurul Choiriah, Budi Kisworo, and Sri Wihidayati, “Peran Badan Musyawarah Adat 

(BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air 

Putih Baru” (undergraduate, IAIN Curup, 2021), http://e-theses.iaincurup.ac.id/2442/. 



50 
 

masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan 

masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Dan menciptakan 

hubungan yang demokratis dan harmonois serta obyektif antar sesama 

pemuka, aparat pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa 

dan pemerintah kelurahan. 

3. Fungsi BMA 

a. Penampungan dan penyaluran pendapatan atau aspirasi masyarakat 

kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan serta menyelasikan perselisiahan 

yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat. 

b. Pemberdayaan pelestrian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan 

kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat 

serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan 

Pemerintaha Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan. 

c. Pencipta hubungan yang demokrasi dan harmonis serta obyektif antara 

kepala adat/pemangku adat/ketua atau pemuka adat dengan aparat 

pemerintah Desa dan Kelurahan. 

d. Melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi terhadap perkembangan 

adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta fungsi Badan 

Musyawarah Adat dalam pemerintah, pembangunan, dan peningkatan 

kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. 

4. Hak, Wewenang, dan Kewajiban BMA 

a. Badan Musyawarah Adat mempuyai hak dan wewenang sebagai berikut:  

1) Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang 

menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat 

2) Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk 

meningkatkan kemajuan dan tarif hidup masyarakat ke arah yang 

lebih layak dan lebih baik 
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3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat 

kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang 

penyelesain itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Badan Musyawarah Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut:  

1) Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, 

terutama dalam hal pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan 

lembaga adat agar tetap memperhatiakan kepentingan masyarakat 

adat setempat. 

2) Memelihara stabilitasi nasional yang sehat dan dinamis yang dapat 

memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, 

terutama pemerintahan desa dan atau kelurahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan yang bersih dan 

beribawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan 

pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis. 

3) Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya 

kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkukuh kesatuan 

dan persatuan bangsa. 

5. Struktur BMA Kelurahan Air Rambai 

Tabel 3.4 

Struktur BMA Kelurahan Air Rambai 

No NAMA JABATAN 

1 M. Yoserizal, SH (Lurah) Penasehat 

2 Usman Samawi Ra Ketua 

3 Anuar Sanusi Sekretaris / Bendahara 

4 Edi Erwandi Seksi Bid. Hukum Adat Istiadat 

 

 



52 
 

C. BEKULO 

Bekulo merupakan Peraturan Adat yang ada di Suku Rejang Kelurahan 

Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong. Dimana Bekulo merupakan syarat yang 

harus dipenuhi sebelum pernikahan, biasanya dilakukan ketika hantaran 

(berasan). Apabila Bekulo ini tidak dilakukan maka akan berdampak pada 

pernikahan dan juga terdapat sanksi. Adapun isi dari syarat Bekolu ini yaitu: 

Tabel 3.5 

Peraturan Adat Bekulo 

I Besaran Biaya Bekulo 

 1 Uang Bekulo Rp. 200.000,- 

 2 Rokok 4 Bungkus 

 3 Uang Rajo Rp. 100.000,- 

 4 Selpeak Ceu Uleu Rp. 20.000,- 

 5 Syarak Bekunang Rp. 20.000,- 

 6 Upeak Tuwei Rp. 40.000,- 

 7 Uang Syar‟a Rp. 50.000,- 

 8 Uang Kas BMA, yang peruntukannya : Rp. 70.000,- 

  a. Kas BMA Desa/Kelurahan = Rp. 

50.000,- 

b. Kas BMA Kabupaten = Rp. 20.000,- 

 

  Jumlah  Rp. 500.000,- 

D. Informan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengambil beberapa karakteristik 

informan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang penulis 

teliti dan dijadikan sebagai sumber data yang diperlukan dalam penyusunan 

penelitian ini. Berikut informasi identitas para informan yang peneliti wawancara 

di Kelurahan Air Rambai: 
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Tabel 3.6 

Informan Penelitian 

No. Nama Alamat L/P Jumlah Saudara 

1 YN Gajah Mada I P 4 

2 DN Gajah Mada I P 6 

3 DK Gajah Mada I L 6 

4 RK Gajah Mada II P 3 

5 AZ Gajah Mada II L 2 

6 RT Gajah Mada II P 2 

7 IP Gajah Mada III P 5 

8 SU Gajah Mada III P 3 

9 FB Gajah Mada III L 7 

10 DN Gajah Mada IV P 3 

11 JL Gajah Mada IV L 2 

12 AT Gajah Mada IV L 4 

13 NV Gajah Mada V P 4 

14 DT Gajah Mada V P 3 

15 VN Gajah Mada V P 3 

16 LS Air Rambai P 2 

17 SM Air Rambai P 5 

18 IVO Air Rambai P 6 

19 DR Air Rambai L 3 

20 DN Air Rambai L 2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Dinamika Adat Pelangkah Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, 

Kabupaten Rejang Lebong 

Dalam Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai 

terperinci. Dengan demikian hal ini menunjukan perhatian yang sangat besar 

terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena 

itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang sudah 

berkemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah.
58

  

Perkawinan adalah salah satu sunahtullah yang berlaku bagi seluruh 

makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi 

manusia memperbanyak keturunan, berkembang biak, dan melestarikan 

kelangsungan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan adalah 

akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.
59

 

Dari penjelasan tersebut terdapat gambaran bahwa pernikahan tidak 

boleh di tunda-tunda apalagi dilarang dikarenakan alasan yang di luar syariat 

yang telah ditentukan dalam islam. Seperti hal nya adat pelangkah pernikahan 

atau lebih sama dengan pernikahan melangkahi kakak kandung. 

Dalam masyarakat pasti terdapat adat istiadat daerah tersebut. Karena 

adat merupakan kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, 

baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.
60

 Adat atau Tradisi 

merupakan sesuatu yang sudah sering dilakukan sejak lama dan menjadi bagian 

dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Terjaganya suatu tradisi atau adat 

dalam suatu generasi ke generasi selanjutnya dilakukan dengan penyampaian 

informasi tentang tradisi tersebut atau berupa tindakan yang dilakukan oleh 
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masyarakat yang disebut dengan kebiasaan. Penyampaian informasi adat diatas 

ada yang dilakukan secara tertulis seperti ada aturan-aturan adat yang tertulis. 

Tetapi ada juga penyampaian adat yang dilakukan secara lisan saja. 

Adapun kaitannya dengan pernikahan bahwa adat istiadat tersebut telah 

masuk ke ranah pernikahan. Yang dimana hal itu telah dijadikan hal yang wajib 

dilaksanakan di masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan untuk melestarikan adat 

istiadat dari kelompok masyarakat mereka sendiri. Salah satunya pada 

masyarakat suku Rejang di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong 

yaitu adat pelangkah pernikahan. Yaitu adat pelangkah pernikahan apabila adik 

menikah melangkahi kakak kandung. 

Untuk mengetahui bagaimana adat pelangkah pernikahan di Kelurahan 

Air Rambai, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait 

diantaranya Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Air Rambai. Peneliti 

melakukan wawancara kepada Bapak Edy Erwandy selaku sekretaris Badan 

Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Air Rambai, beliau menjelaskan bahwa:  

“Adat pelangkah pernikahan adik kakak di suku rejang kelurahan Air 

Rambai dilakukan jika adik nikah duluan dari kakak, maka biasanya ada 

adat pelangkah pernikahan adik kakak dalam keluarga tersebut.”
61

 

Mengapa harus melakukan adat pelangkah tersebut, Bapak Edy Erwandy 

menjelaskan bahwa: 

“Mengapa adat pelangkah pernikahan dilakukan dikarenakan sebagai 

salah satu bentuk ucapan pamit atau izin adik kepada kakaknya karena 

menikah mendahului kakaknya. Dan juga bentuk terima kasih kepada 

kakak dan juga ucapan cinta atau kasih sayang adik kepada kakak agar 

sang kakak tidak merasa bersedih karena sang adik menikah duluan.”
62

 

Adapun yang menjadi syarat siapa yang harus melakukan adat pelangkah, Bapak 

Edy Erwandy menjelaskan bahwa: 

“Yang wajib melakukan adat pelangkah pernikahan adik dan kakak yaitu 

apabila adik perempuan dan kakak juga perempuan. Apabila adik laki-

laki dilangkahi kakak laki-laki, adik perempuan dilangkahi kakak laki-

laki, adik laki-laki dilangkahi kakak perempuan maka adat pelangkah 

pernikahan ini tidak wajib. Tetapi di sebagian masyarakat kelurahan Air 
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Rambai masih melakukan adat pelangkah pernikahan adik kakak 

walaupun adik dan kakak bukan berjenis kelamin perempuan.”
63

 

Apa yang diminta kakak kepada adik yang melangkahi kakak, Bapak Edy 

Erwandy menjelaskan bahwa: 

“Pemberian adik kepada kakak yang dilangkahi sesuai dengan 

permintaan kakak tersebut tetapi permintaan kakak tidak boleh 

memberatkan adik. Tetapi yang membeli barang atau memenuhi barang 

yang diminta kakak adalah calon suami dari adiknya.”
64

 

Apakah perbedaan adat pelangkah pernikahan adik kakak pada suku Rejang di 

Kelurahan Air Rambai pada zaman dahulu dan zaman sekarang, Bapak Edy 

Erwandy menjelaskan: 

“Tidak ada perbedaan yang banyak, hanya saja pada zaman dahulu 

permintaan kakak biasanya adalah kain yang secara filosofisnya bahwa 

kain tersebut adalah kenang-kenangan mereka karena dari kecil mereka 

tumbuh bersama. Tetapi seiring berkembangnya waktu permintaan kakak 

kepada adik bukan hanya kain tetapi bisa baju, emas uang, atau barang 

lainnya sesuai permintaan kakak itu sendiri.”
65

 

Apakah dalam peraturan Adat Suku Rejang di Kelurahan Air Rambai Adat 

Pelangkah ini menjadi syarat apabila adik menikah mendahului kakaknya, 

Bapak Edy Erwandy menjelaskan: 

“Adat Pelangkah Pernikahan ini tidak termasuk kedalam aturan adat yang 

mempunyai sanksi apabila tidak di lakukan. Maka dari itu tidak menjadi 

syarat yang memberatkan, tetapi dilakukan untuk pelestarian adat saja.”
66

 

 

Apakah adat pelangkah pernikahan adik kakak berdampak pada pernikahan adik 

apabila tidak dilakukan, dijelaskan kepada Bapak Edy Erwandy bahwa: 

“Jika adat pelangkah pernikahan adik kakak tidak dilakukan tidak akan 

berdampak pada pernikahan sang adik. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa adat pelangkahan ini dilakukan sebagai bentuk 

pelestarian adat yang telah dilakukan dari dahulu.”
67

 

Dan juga Bapak Edy Erwandy menjelaskan bahwa: 

“Adat pelangkah pernikahan adik kakak biasanya dilakukan pada hari 

dimana hantaran dilangsungkan, tetapi dilakukan di akhir acara di luar 
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dari kegiatan adat. Karena adat ini tidak termasuk ke dalam peraturan 

adat tetapi pelestarian adat.”
68

 

Dari hasil wawancara di atas dengan Bapak Edy Erwandy, dapat 

disimpulkan bahwa adat pelangkah pernikahan kakak di suku rejang di 

Kelurahan Air Rambai dilakukan apabila adik perempuan melangkahi kakak 

perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan minta 

izin kepada kakak Perempuan untuk menikah mendahului kakak. Dan juga 

menghibur kakak yang sedih akibat ditinggal adik menikah. 

Dan syarat permintaan kakak perempuan adalah yang tidak 

memberatkan adik, dan yang memenuhi permintaan barang kakak adalah calon 

suami dari adik yang akan menikah. Adapun perbedaan adat pelangkah 

pernikahan suku rejang di kelurahan air rambai pada zaman dahulu dan di 

zaman sekarang terdapat di permintaan dari kakak, apabila zaman dahulu 

kebanyakan kakak meminta kain kepada adik tetapi di zaman sekarang sudah 

beragam barang yang diminta kakak tidak harus kain. 

Adat pelangkah pernikahan adik kakak ini adalah bentuk pelestarian 

adat yang masih dijaga dan dilaksanakan di suku Rejang Kelurahan Air 

Rambai Kabupaten Rejang Lebong. Adat pelangkah pernikahan adik kakak ini 

tidak termasuk kedalam peraturan adat Bekulo, yang dimana peraturan adat 

Bekulo terdapat sanksi apabila tidak dilakukan. Sedangkan adat pelangkah adik 

dan kakak ini tidak terdapat sanksi apabila tidak dilakukan. Maka dari itu 

apabila tidak dilakukan maka tidak berdampak pada pernikahan adik. 

Di dalam Al-Quran dan Hadist memang tidak terdapat satu kata pun 

yang menjelaskan bahwa jika adik menikah mendahului kakak maka harus 

melakukan suatu prosesi untuk melangkahi kakak, tetapi adat pelangkahan ini 

bertujuan memberi pelajaran kepada setiap generasi bahwa kita mempunyai 

adat yang berlaku sebagai bentuk pembelajaran aturan di setiap kelompok 

masyarakat. Jadi, adat pelangkah ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih, 

meminta izin dan juga menghibur kakak yang dilangkahi nikah oleh adiknya. 
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Dan hal tersebut tidak boleh memberatkan pihak keluarga. Dan adat pelangkah 

ini adalah bentuk pelestarian adat yang harus di turunkan setiap generasi 

berikutnya. 

Jadi kesimpulan yang menjadi dasar adanya adat pelangkah pernikahan 

adik kakak ini adalah hal itu terjadi karena adik sudah siap untuk melaksanakan 

pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum 

menemukan jodohnya. Adat pelangkahan ini tujuannya hanya sebagai bentuk 

rasa kasih sayang adik terhadap kakaknya, rasa hormat adik kepada kakak dan 

bentuk terima kasih adik kepada kakak, meminta izin dan juga menghibur 

kakak yang dilangkahi nikah oleh adiknya agar tidak larut dalam kesedihan. 

Adat pelangkah pernikahan adik kakak ini juga bertujuan untuk melestarikan 

adat istiadat yang telah turun temurun ada, jangan sampai hilang akibat 

berkembangnya zaman. Maka dari itu generasi muda harus tau dan tetap 

melestarikan adat istiadat ini. 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat pelangkah pernikahan di Kelurahan 

Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong 

Hukum Islam menjadikan Al-Qur‟an dan Hadis sebagai rujukan utama, 

tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci 

sehingga diperlukannya ijtihad para Ulama dalam menyelesaikan kasus adat 

yang ada di daerah tertentu. Salah satunya ijtihad para Ulama yaitu „Urf.  

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa yang berarti "al-ma'ruf" yaiu sesuatu 

yang dikenal.69 Secara bahasa „Urf adalah adat, yakni apa yang telah dikenal 

oleh manusia dan menjadi tradisi baik berupa ucapan ataupun perbuatan
70

, yaitu 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. „Urf dalam ilmu 

Ushul Fiqh yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam 

kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Adapun kebiasaan yang 
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dimaksud tersebut yaitu berupa perkataan dan perbuatan baik yang bersifat 

khusus ataupun yang bersifat umum.71 

Kata adat dan „urf menurut para ahli bahasa merupakan dua kata yang 

bersinonim. Kata adat memiliki arti pengulangan, yang berarti sesuatu yang baru 

dilakukan satu kali belum dapat disebut dengan adat. Tetapi apabila sesuatu 

tersebut dilakukan berulang maka dapat di katakan adat. Sedangkan kata „urf 

mempunyai makna sudah dikenal, dan tidak melihat berdasarkan segi berulang 

kalinya tetapi dilihat dari perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak. 

Menurut prinsipnya tidak ada perbedaan antara kata 'urf dan adat karena 

apabila kita telusuri kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu 

suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan 

diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah dikenal 

dan diketahui oleh masyarakat luas maka perbuatan tersebut akan dengan 

sendirinya dilakukan oleh masyarakat tersebut secara berulang-ulang.72 

Dapat kita simpulkan perbedaan antara „urf dan adat yaitu kata 'urf 

digunakan untuk menilai kualitas dari perbuatan yang dilakukan yaitu seperti: 

diakui, diketahui dan diterima oleh masyarakat luas. Maka dari itu 'urf 

mengandung makna hal-hal yang baik saja. Sedangkan, kata adat hanya 

memandang dari segi pengulangannya saja tanpa memberikan memandang baik 

atau buruknya, sehingga adat mempunyai makna netral dan hal tersebut yang 

memunculkan istilah adat yang baik atau adat yang buruk. 

„Urf yang ada di suatu masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang 

dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila menjalankannya 

menjadikan kehidupan yang damai dan tentram. Adapun kebiasaan yang sudah 

berlangsung lama yaitu berupa ucapan maupun perbuatan.
73

 Dalam hukum 

Islam, adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang di pandang baik dan diterima 

oleh akal sehat. „Urf yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan syariat.
74
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Suatu „urf harus berlaku untuk masyarakat di daerah tertentu, bukan pada pribadi 

atau kelompok tertentu dan juga „urf muncul dari suatu pemikiran dan 

pengalaman.  

„Urf yang sudah berlaku di kelompok masyarakat tertentu berarti sudah 

diterima secara baik dalam waktu yang lama oleh masyarakat tersebut. 

Penerimaan para ulama terhadap „urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.
75

 

„Urf atau adat yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum 

bukanlah semata-mata karena disebut „urf atau adat, juga bukan dalil yang 

berdiri sendiri, tetapi karena ada yang mendukung sebagai tempat sandaran,„urf 

atau adat baik dalam bentuk ijma‟ atau maslahat dan apabila diterima di 

masyarakat maka secara tidak langsung telah menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat tersebut.  

Adat yang berlaku dan diterima di masyarakat karena mengandung 

kemaslahatan, tidak memakai adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua 

pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu dari adat yang bernilai maslahat 

meskipun tidak ada nash yang mengaturnya secara langsung.
76

 Maka dari itu 

seorang mujtahid harus lebih dulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di 

masyarakat tersebut jika ingin menetapkan suatu hukum, agar hukum yang 

ditetapkan dimasyarakat tersebut  tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah 

lama ada di masyarakat tersebut. 

Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai adat pelangkah pernikahan 

adik kakak, tetapi adat pelangkah pernikahan hanya dijelaskan sebagai salah satu 

adat istiadat yang ada pada masyarakat di Indonesia. Adat pelangkah pernikahan 

adik kepada kakak tidak dibahas juga di dalam fiqh. Tetapi hal tersebut membuat 

manusia dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya sesuai hukum Islam dan 

apa yang tidak bertentangan dengan yang sudah diyakini oleh masyarakat. 

Suku Rejang merupakan suku yang sangat menjunjung tinggi adat juga 

memiliki beragam aturan adat terutama adat istiadat pernikahan, baik prosesi 
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sebelum upacara pernikahan maupun upacara pelaksaanaan pernikahan. Maka 

dalam hal ini dilihat apakah adat pelangkah pernikahan tersebut termasuk urf 

shahih atau urf fasid. 

Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid. „Urf 

Shahih yaitu adat (kebiasaan) yang dilakukan berulang, diterima masyarakat 

luas, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. 

Diartikan pula bahwa urf shahih sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia 

dan tidak bertentangan dengan dalil syara, dan juga tidak menghalalkan yang 

haram dan tidak membatalkan yang wajib. „Urf Sahih telah disepakati bahwa 

harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan.   

Selain itu, ulama berpendapat bahwa urf yang shahih adalah yang setuju 

untuk mengikuti kebiasaan yang memiliki unsur manfaat dan tidak ada unsur 

buruk/mudharatnya atau lebih banyak manfaat daripada buruk/mudharatnya. 

Sedangkan Urf Fasid yaitu adat (kebiasaan) yang mana adat tersebut sudah 

berlaku di suatu tempat meskipun adat tersebut merata pelaksanaannya tetapi 

bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Adat 

kebiasaan yang tidak benar (fasid) tidak dapat dikatakan sebagai „Urf karena 

merupakan adat kebiasaan yang dapat merusak, yakni sesuatu yang menjadi adat 

kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Atau 

dapat diartikan bahwa urf fasid adalah apa yang saling di kenal orang tetapi 

berlainan dari syariat Islam, yaitu menghalalkan yang haram atau membatalkan 

yang wajib.
77

 Adat yang Fasid atau rusak tidak diharuskan untuk 

memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti bertentangan dengan dalil 

syara‟ dan bisa membatalkan dalil syara‟. 

Maka menurut penulis dalam adat pelangkah pernikahan adik kakak ini 

termasuk ke dalam urf shahih dalam perbuatannya terdapat unsur manfaat dan 

tidak ada unsur mudharatnya. Karena adat pelangkah pernikahan di suku rejang 

ini bertujuan sebagai bentuk rasa kasih sayang adik terhadap kakaknya, rasa 

hormat adik kepada kakaknya dan bentuk terima kasih adik kepada kakak, serta 
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meminta izin dan juga menghibur kakak yang dilangkahi nikah oleh adik agar 

tidak larut dalam kesedihan. Dan juga adat ini tidak memberatkan pihak 

keluarga.  

Manfaat adat pelangkahan ini sendiri adalah memberikan pembelajaran 

pada setiap generasi bahwa kita hidup di tengah adat istiadat yang mengatur di 

dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat lainnya yaitu melestarikan adat 

istiadat yang telah turun temurun di percaya, dan agar adat istiadat tidak hilang 

karena perkembangan zaman.  



63 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini telah penulis kemukakan seluruh 

pembahasan pada bab sebelumnya dan telah penulis temukan beberapa poin 

yang menghasilkan kesimpulan, yang pada subbab ini akan disebutkan 

kedalam beberapa kesimpulan akhir tentang adat pelangkah pernikahan adik 

melangkahi kakak, sebagai berikut: 

Adat istiadat suku Rejang yang ada di kelurahan Air Rambai yang 

masih dilakukan yaitu adat pelangkah pernikahan apabila adik menikah 

melangkahi kakak kandungnya. Adapun yang melakukan adat tersebut 

apabila adik perempuan dan kakak juga perempuan. Adat pelangkah 

pernikahan adik kakak ini dilakukan apabila adik sudah siap untuk 

melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau 

memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkah ini tujuannya hanya 

sebagai bentuk rasa kasih sayang adik terhadap kakaknya, rasa hormat sang 

adik kepada kakak juga bentuk terima kasih adik kepada kakak, serta 

meminta izin dan menghibur kakak yang di langkahi nikah adiknya agar tidak 

larut dalam kesedihan. Adat pelangkah adik dan kakak ini bukan termasuk 

bekulo, dimana bekulo merupakan perturan adat yang terdapat sanksi apabila 

tidak dilakukan. Sedangkan adat pelangkah ini tidak terdapat sanksi apabila 

tidak melakukannya. Maka dari itu adat pelangkah pernikahan adik kakak ini 

harus tetap dilestarikan, karena adat istiadat yang telah ada turun temurun dan 

jangan sampai adat istiadat ini hilang akibat perkembang zaman. Dan juga 

terkhusus bagi generasi muda harus tau dan tetap melestarikan adat istiadat 

pelangkah ini. 

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, adat pelangkahan pernikahan ini 

bisa dikategorikan sebagai urf shahih. Karena dalam adat istiadat pelangkah 

pernikahan ini terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau 

unsur manfaatnya lebih banyak dari pada mudharatnya.  



 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang ditunjukkan oleh Penulis berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu: 

1. Kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Air Rambai, untuk 

tetap melestarikan adat pelangkah pernikahan suku Rejang, khususnya 

bagi generasi muda agar adat istiadat ini tidak hilang dengan 

berkembangnya zaman. 

2. Kepada adik perempuan yang menikah dahulu melangkahi kakak 

perempuannya, hendaklah meminta izin kepada kakak agar tidak terjadi 

kesalahpahaman atau rasa tidak percaya diri kakak karena adiknya yang 

menikah sebelum kakaknya.  

3. Kepada kakak dilangkahi harus menerima dan mendoakan adiknya untuk 

menikah. Dan juga dalam meminta barang pelangkahan yang tidak 

memberatkan adik ataupun pihak keluarganya. 
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